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ABSTRAK 
 
 Junnaini Eri Anto, NIM:02114038, Akibat hukum Bagi Perusahaan Yang 
Tidak melaporkan Ketenagakerjaan, di bimbing oleh Soemali,S.H, M.Hum. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wajib lapor ketenagakerjaan dan akibat 
hukum bagi perusahaan yang tidak melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini 
adalah penelitian ( yuridis ) Normatif,penelitian ini akan menggunakan dasar 
analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan juga beberapa dokumen 
hukum lainya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang dilakukan,bahan hukum 
yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Setiap perusahaan 
atau pengurus wajib mewajibkan setiap pengusaha melaporkan secara tertulis 
setiap mendirikan, menghentikan, menja-lankan kembali, memindahkan atau 
membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang, sesuai 
mekanisme atau tata cara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.yang termuat dalam undang-undang No 7 tahun 1981; 
 Akibat hukum bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi wajib 
lapor ketenagakerjaan diancam dengan pidana atau sanksi administrasi 
 
Kata Kunci : Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan,Undang-undang No 
7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan,Akibat Hukum Bagi 
Perusahaan yang tidak lapor ketenagakerjaan 
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ABSTRACT 
 
         Junnaini Eri Anto, NIM: 02114038, Legal Consequences For Companies 
Who Do Not Report Employment, Guided by Soemali, S.H, M.Hum.  
This study aims to find out the obligatory report of employment and legal 
consequences for companies that do not report employment. This research is a 
normative (juridical) research, this research will use base of analysis to regulation 
of law and also some other legal document to reach the purpose of research done, 
the material of law which is used is primary and secondary legal material. Each 
company or management shall require every employer to report in writing any 
establishment, termination, reestablishment, transfer or dissolution of the 
company to a minister or an authorized official, in accordance with mechanisms 
or ordinances established under applicable laws and regulations. in Act No. 7 of 
1981; 
        Legal consequences for employers or managers who do not meet mandatory 
reporting of employment are threatened with criminal or administrative penalties 
 
Keywords: Compulsory Report of Employment for Companies, Law No. 7 of 
1981 concerning compulsory reporting of employment, Legal Consequences for 
Companies not reporting employmen 
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BAB IV 
PENUTUP 
4.I. Kesimpulan 
       1. Setiap perusahaan atau pengurus wajib mewajibkan setiap pengusaha 
melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menja-
lankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada 
menteri atau pejabat yang berwenang, sesuai mekanisme atau tata cara 
yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Laporan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 
30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau 
memindahkan perusahaan.Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan 
setiap tahun secara tertulis mengenai  identitas perusahaan; hubungan 
ketenagakerjaan; perlindungan tenagakerja; dan kesempatan kerja. 
          2. Pengusaha atau pengurus perusahaan yang tidak melaporkan perusahaan, 
berakibat hukum, dengan diberikannya sanksi pidana dan/atau sanksi 
administrasi. bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi 
kewajiban tersebut diancam dengan pidana maksimal tiga bulan dan 
denda maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)  Bila pelanggaran 
diulangi untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan yang terakhir, 
maka pelanggaran hanya dijatuhkan pidana kurungan. 
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4.2. Saran 
 1. Agar di perbarui Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib 
Lapor Ketenagakerjaan karena sudah tidak sesuai dan menjamin kepastian 
dengan perkembangan permasalahan di bidang ketenagakerjaan saat ini, 
yang di dalamnya memperjelas dan tegas tentang perusahaan  yang 
melakukan wajib lapor ketenagakerjaan,didalamnya juga memuat aturan 
pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan 
       2. Perlu dipertegas dan diperberat sanksinya untuk pelanggar wajib lapor 
ketenagakerjaan bagi perusahaan agar memberikan efek jera bagi pengurus 
perusahaan,  karena dalam wajib lapor ketenagakerjaan yang berlaku saat 
ini  sanksinya ringan sehingga banyak pengurus perusahaan menyepelekan 
wajib lapor serta dinas tenaga kerja perlu memperbaiki fungsi 
pengawasannya terhadap perusahaan. 
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